BABS

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010
yang apabila dicermati dengan baik dapat disimpulkan bahwa majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang terdapat
dalam KUHAP, yaitu dengan “diakuinya” saksi testimonium de auditu sebagai
saksi. Yang oleh karenanya, keterangan saksi Jenab dapat dikatakan sebagai
keterangan saksi yang sah. Sehingga, keterangan saksi anak korban Yulia
Anggraeni yang memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi sah yang lainnya
(keterangan saksi Jenab) dapat dijadikan sebagai alat bukti lain yang sah, yaitu
alat bukti petunjuk.

Di dalam Kertas Kebijakan Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah
Agung oleh LEIP pada tahun 2017 dijelaskan bahwa sebagai peradilan kasasi
dan peninjauan kembali, idealnya Mahkamah Agung dalam menyelesaikan
perkaranya harus sesuai dengan fungsinya sebagai judex iuris. Namun pada
perkembangannya, pemeriksaan terhadap kasasi yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung ini tidak hanya memeriksa penerapan hukumnya saja,
melainkan juga dengan memeriksa fakta yang telah diperiksa pada tingkat
pertama dan banding. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung juga

menempatkan dirinya sebagai judex factie.

Sehingga, penulis berpendapat bahwa penilaian terhadap fakta yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
1949K/Pid.Sus/2019 masih masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan
Mahkamah Agung sebagai judex iuris. Hal ini karena penilaian terhadap fakta
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut menunjang dan berkaitan erat
dengan penilaian terhadap kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh

Pengadilan Negeri Cibinong. Serta, penilaian terhadap fakta yang dilakukan
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oleh Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu kelonggaran hakim untuk
mengutamakan asas kemanfaatan dalam memutus suatu perkara pidana. Atau
dengan kata lain, Mahkamah Agung berusaha untuk memperlihatkan adanya

keadilan dalam memutus suatu tindak pidana.

Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana menjelaskan
bahwa putusan bebas digunakan apabila tidak dipenuhinya ketentuan asas
minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti
yang sah) dan disertai keyakinan hakim. Maka dari itu, penulis berpendapat
bahwa putusan bebas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong
terhadap terdakwa tidak tepat dilakukan. Hal ini karena putusan bebas yang
dilakukan tidak memenuhi syarat dapat dijatuhkannya suatu putusan bebas
terhadap seorang terdakwa. Ini juga karena alat bukti sah yang diajukan oleh
Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian, yaitu
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu berupa keterangan saksi
anak korban Yulia Anggraeni dan keterangan saksi anak korban Andri (yang
dapat dijadikan sebagai alat bukti sah, yaitu alat bukti petunjuk), keterangan
saksi Jenab, keterangan ahli yang berupa visum et repertum, dan keterangan
terdakwa Hendra Iskandar. Kemudian karena hakim dalam memutus bebas
terdakwa tidak mempertimbangkan keterangan saksi anak korban hanya karena

anak korban memberikan keterangannya dengan tanpa disumpah.

5.2 Saran

Hakim memang tidak terikat untuk menggunakan keterangan tanpa
sumpah meskipun keterangan tanpa sumpah tersebut bersesuaian dengan alat
bukti yang sah lainnya. Semuanya tergantung kepada keyakinan dan penilaian
hakim di mana hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan
keterangan tanpa sumpah tersebut. Namun, meskipun semuanya tergantung
kepada keyakinan hakim, penulis berpendapat bahwa alangkah baiknya
keterangan anak saksi korban tidak dikesampingkan dan dijadikan sebagai

pertimbangan dalam memutus suatu perkara meskipun dilakukan tanpa
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sumpah. Hal ini karena dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara pun, anak
merupakan suatu aset bangsa yang harus kita jaga, karena masa depan bangsa

ini berada di tangan mereka.

Dalam memberikan kesaksiannya, saksi anak korban membutuhkan
lebih dari sekedar pengakuan oleh hakim saja, namun juga membutuhkan
pengakuan dari negara dengan dimuatnya aturan mengenai keabsahan
keterangan saksi anak korban meskipun kesaksiannya tersebut dilakukan
dengan tanpa sumpah. Tentunya hal ini akan sangat membantu negara agar
keadilan dapat diperoleh oleh masyarakatnya, khususnya keadilan yang
diperlukan oleh anak korban dalam memberikan keterangannya di sidang

pengadilan sebagai saksi yang tidak disumpah.
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